
SALINAN 

 

 
BUPATI PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR  5  TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 

2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 123); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 

Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 

dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri 

oleh BUM Desa. 

7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM 

Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang 

melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan 

permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh badan 

permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. 

9. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah Bersama 

antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing 

-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah 

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas 

kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka 

kerjasama antar Desa. 
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BAB II 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 2 

 
(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

BUM Desa/BUM Desa bersama di Daerah. 

(2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi. 

(3) Dalam pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM 

Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. 

(4) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

melibatkan Perangkat Daerah yang terkait. 

(5) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) disesuaikan dengan jenis usaha yang 

dikelola BUM Desa/BUM Desa bersama. 

 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

 

Pasal 3 

 
Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk 

mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan 

sistem monitoring organisasi yang efektif dan efesien. 

 

Pasal 4 
 

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui strategi:  

a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;  

b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan 

organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; 

c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;  

d. penguatan kerja sama atau kemitraan;  

e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;  

f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, 

pelaporan dan akuntabilitas; dan  
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g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi 

Desa dan masyarakat Desa. 

 

Pasal 5 
 

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

dijabarkan dalam program atau kegiatan:  

a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-

undangan di tingkat Daerah terkait BUM Desa/BUM 

Desa bersama;  

c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar 

dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa 

bersama;  

d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagai badan hukum;  

e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan 

terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama; 

g. penguatan koordinasi antar para pemangku 

kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM 

Desa bersama;  

h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa 

bersama yang berfungsi memberikan bantuan 

penyelesaian masalah;  

i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir 

masyarakat eks program nasional pemberdayaan 

masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa bersama; 

dan  

j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi 

kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan 

organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabarkan dalam 

program atau kegiatan:  

a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi 

BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk 

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, 

penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;  

b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana 

operasional, pengawas, dan pegawai dalam 

penyusunan dan pelaksanaan rencana program 

kerja;  



-5- 

 

c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana 

organisasi termasuk penerapan standar operasional 

manajemen dan prosedur operasional standar;  

d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; 

dan 

e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan 

kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM 

Desa/BUM Desa bersama.  

(3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM 

Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

dijabarkan dalam program atau kegiatan:  

a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan 

dan produksi;  

c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;  

d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;  

e. pendampingan di bidang pemasaran;  

f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama; dan 

g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan 

pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama 

dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.  

(4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dijabarkan 

dalam program atau kegiatan:  

a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM 

Desa/BUM Desa bersama;  

b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM 

Desa bersama dengan dunia usaha;  

c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM 

Desa bersama dengan lembaga 

pembiayaan/keuangan;  

d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM 

Desa bersama dengan lembaga pemerintah;  

e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa 

dengan e-commerce; dan  

f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja 

sama atau kemitraan 

(5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dijabarkan 

dalam program atau kegiatan:  

a. perluasan sumber pendanaan;  

b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;  

c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;  
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d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal 

investasi; dan  

e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan 

aset dan permodalan.  

(6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi 

pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf f dijabarkan dalam program atau 

kegiatan:  

a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai 

good corporate governance; 

b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi 

organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan 

akuntabel;  

c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang 

pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan  

d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan 

kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan 

akuntabilitas. 

(7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat 

bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf g dijabarkan dalam program atau 

kegiatan:  

a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian 

budaya di Desa;  

b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat 

Desa;  

c. peningkatan nilai tambah produk;  

d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;  

e. bimbingan teknis pengembangan produk;  

f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang 

disediakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; dan  

g. program atau kegiatan lain untuk penguatan 

pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan 

masyarakat Desa. 

 

Bagian Kedua  
Pengembangan 

 
Pasal 6 

 

(1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi 

pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.  

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, 

pengembangan usaha, pengembangan jejaring 

pemasaran, pengembangan permodalan, dan 

peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan 
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BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau 

kegiatan terpadu yang meliputi:  

a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan 

sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;  

b. dukungan penyediaan sumber daya untuk 

mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui 

BUM Desa/BUM Desa bersama;  

c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan 

berkesinambungan;  

d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, 

dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan 

berkesinambungan;  

e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM 

Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha 

ekonomi lain;  

f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;  

g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja 

sama usaha dan kerja sama non-usaha;  

h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana 

dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan 

baku, bahan penolong, dan kemasan; 

i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama 

kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi 

tepat guna;  

j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM 

Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis 

dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun 

internasional;  

k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan 

infrastruktur promosi;  

l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan 

distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;  

m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas 

pemasaran produk melalui media digital; dan  

n. program atau kegiatan pengembangan sesuai 

kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 

93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 25 Mei 2026 

 
Plt. BUPATI PEKALONGAN, 

 

TTD 
 

SUKIRMAN 
 

 
Diundangkan di Kajen 

pada tanggal 25 Mei 2026 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TTD 

M. YULIAN AKBAR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 5 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ADITOMO HERLAMBANG, S.H. 

Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19680517 198903 1 009 
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